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ABSTRAK 

Peraturan Menteri PUPR 11/PRT/M/2019 menentukan bahwa Pelaku 

Pembangunan dapat melakukan pemasaran rumah tunggal atau rumah deret pada 

saat dalam tahap proses pembangunan, dan juga dapat melakukan pemasaran 

rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Pada tahap tersebut Pelaku 

Pembangunan juga sudah diperkenankan untuk menerima pembayaran dari 

konsumen, yang tentu berisiko bagi pembeli yang beritikad baik. Surat Edaran 

Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, 

Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 4 telah menentukan kriteria pembeli yang 

beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) BW, 

sedangkan Angka 7 menentukan syarat sahnya suatu peralihan hak atas tanah 

dengan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (“PPJB”). Namun Mahkamah Agung 

belum memberikan pedoman perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad 

baik yang melakukan transaksinya dengan Sistem PPJB Rumah sebagaimana 

dimaksud Peraturan Menteri PUPR 11/PRT/M/2019. Sedemikian tujuan penulisan 

tesis ini adalah untuk menegaskan konsep itikad baik dalam Sistem PPJB Rumah 

sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pembeli, yang implementasinya 

dapat dilihat dari pemenuhan persyaratan pemasaran atau pembuatan PPJB 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan SEMA 

Nomor 4 Tahun 2016, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam 

PPJB, dan Peraturan Menteri PUPR 11/PRT/M/2019. Selain itu juga mengupas 

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli yang beritikad baik dalam hal 

terjadi wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pelaku 

Pembangunan, yaitu melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Metode penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.  
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ABSTRACT 

 The Ministrial Regulation PUPR 11/PRT/M/2019 states that the Developer may 

sell houses or townhouses during the construction, and may sell apartments before the 

construction begins. At this stage the developer may receive payment from the consumer, 

which is considered risky to the good faith buyer. The Circular Letter of the Supreme 

Court (“SEMA”) Number 4 Year 2016 dated December 9, 2016, in the Civil Law 

Chamber Formulation Point 4 defines the criteria of  a good faith buyer  of whom should 

be protected based on  Article 1338 Paragraph (3) BW, while Point 7 defines the valid 

requirements for the transfer of title of a lot in a sale and purchase preliminary 

agreement (“PPJB”). However the Supreme Court has not yet given any guidance for the 

legal protection of the good faith buyer, who conducts a transaction by the PPJB System 

as stipulated in the Ministrial Regulation PUPR 11/PRT/M/2019. So, the objectives of 

this thesis is to reaffirm the concept of the good faith in the PPJB System in order to 

protect the interest of the buyer, of which implementation can be observed by the sales 

compliancy or the execution of the PPJB as regulated in the related laws and regulations, 

and SEMA Number 4 Year 2016, and the exercising of any rights and duties by the 

parties as agreed in the PPJB, and in the Ministrial Regulation PUPR 11/PRT/M/2019. 

Moreover to study any legal efforts that can be done by a good faith buyer in the event of 

any default or tort being committed by the Developer, through litigation or non litigation 

settlement. The method of this writing is to use statute, conceptual and case approaches.  
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